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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Lingkungan hidup sangatlah penting bagi keberlangsungan kehidupan 
setiap makhluk hidup, terutama bagi manusia. Untuk menjamin keberlangsungan 
kehidupannya, manusia membutuhkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka dari 
itu, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap manusia 
karena dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat terdapat sumber daya alam 
yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang keberlangsungan 
kehidupannya, seperti kebutuhan pokok yang berupa pangan, sandang dan papan. 
Sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 
Makna dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 
Tahu 1945 tersebut ialah setiap warga negara mempunyai hak untuk merasakan 
hidup sejahtera secara lahir dan batin dengan bertempat tinggal di lingkungan yang 
baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang 
dimaksudkan pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 
Tahun 1945 tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan 
bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lainnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 
lingkungan hidup merupakan sebuah ruang yang didalamnya terdapat benda dan 
makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi satu 
sama lain. Manusia membutuhkan lingkungan yang baik dan sehat untuk 
melangsungkan kehidupannya sebagai tempatnya berinteraksi dengan makhluk 
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hidup lain. Maka dari itu lingkungan hidup dan manusia memiliki suatu keterkaitan  
atau hubungan, salah satu teori yang menjelaskan mengenai hubungan manusia dan 
lingkungan adalah teori dari paham determinisme yang menjelaskan bahwa 
manusia dan perilakunya ditentukan oleh alam. Salah satu tokoh penganut paham 
determinisme ini ialah Frederich Ratzel. Menurutnya: 
Manusia dan kehidupannya sangat bergantung pada alam sebagai 
lingkungan hidupnya. Seperti, perkembangan kebudayaan manusia yang 
ditentukan oleh kondisi lingkungan, demikian halnya dengan mobilitasnya 
yang tetap dibatasi dan ditentukan oleh kondisi alam. Hilmanto (2010, hlm. 
15-16) 
 
 Pendapat diatas menjelaskan bahwa perilaku yang dimunculkan oleh 
manusia bergantung pada keadaan lingkungan/alam sekitarnya. Misalnya ketika 
manusia ditempatkan di tempat dataran tinggi seperti daerah pegunungan maka 
perilaku manusia akan menyesuaikan dengan tempat yang dingin dengan memakai 
baju hangat karena suhu yang terdapat pada daerah pegunungan cukup rendah. 
Selain itu, terdapat pula paham posibilisme yang menyatakan bahwa kondisi alam 
itu tidak menjadi faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol, 
memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kegiatan atau 
kebudayaan manusia. 
 Paham determinisme maupun paham posibilisme menjelaskan bahwa 
manusia dan lingkungannya saling mempengaruhi satu sama lain. Alam dapat 
mempengaruhi perilaku manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang ada di 
alam. Begitu pula manusia yang mempengaruhi keadaan alam. Sehingga, dalam 
pola interaksi tersebut manusia dan alam/lingkungan setidaknya dapat bersinergis 
satu sama lain. Terutama manusia yang dapat melakukan segala sesuatu pada 
alam/lingkungan, seharusnya dapat menjaga alam/lingkungan dengan mengelola 
lingkungan secara berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. 
 Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dilakukan manusia secara 
berkelompok/bermasyarakat guna melindungi lingkungan/alam agar dapat 
dimanfaatkan secara berkelanjutan. Lonthar Gundling, dalam tulisannya yang 
berjudul Public Participation In Environmental Decision Making mengemukakan: 
 Beberapa kewajiban masyarakat untuk melakukan tindakan perlindungan 
lingkungan, yakni; (a) memberi informasi kepada pemerintah; (b) 
meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; (c) 
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membantu perlindungan hukum; (d) mendemokratiskan pengambilan 
keputusan. Siahaan (2004, hlm 4)  
 
 Masyarakat mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk senantiasa 
memberikan informasi yang berupa gagasan atau masukan kepada pemerintah, 
bersedia untuk berpartisipasi untuk menerima keputusan dan kebijakan pemerintah 
dalam menyelenggarakan gerakan konservasi alam dan membantu perlindungan 
hukum dengan melaksanakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. 
 Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan harus dilakukan oleh semua 
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk menjalankan pemerintahan 
yang dapat memenuhi kewajibannya yaitu memberikan lingkungan hidup yang 
sehat dan baik kepada masyarakat maka pemerintah wajib mengeluarkan suatu 
kebijakan atau peraturan yang menunjang terpenuhinya hak semua masyarakat 
sebagai warga negara yaitu untuk dapat hidup di lingkungan hidup yang sehat dan 
baik. Selain itu, sebagai masyarakat yang baik, maka masyarakat pun harus turut 
serta dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terutama dalam mewujudkan 
lingkungan hidup yang sehat dan baik. Sebagai pihak yang berhak untuk 
mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik maka masyarakat seharusnya 
bisa bersinergi dengan pemerintah dengan berpartisipasi aktif dalam segala 
kegiatan yang berkenaan dengan penciptaan lingkungan hidup yang sehat dan baik. 
Inti dari penciptaan lingkungan hidup yang baik dan sehat terletak pada kerjasama 
pemerintah sebagai pemegang kontrol atas kebijakan dan pelaksanaannya dan juga 
masyarakat yang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya. 
 Lingkungan hidup sebagai penyedia segala kebutuhan manusia sayangnya 
masih memiliki berbagai permasalahan. Salah satu contoh yang sering terjadi 
adalah berbagai bencana alam seperti banjir dan longsor yang terjadi akibat 
buruknya pengelolaan lingkungan. Berbagai bencana banjir dan longsor terjadi 
kebanyakan disebabkan oleh perilaku tidak terpuji manusia yang membuang 
sampah sembarangan dan penggundulan hutan dan pemanfaatan lahan yang kurang 
tepat. Untuk menghindari hal tersebut terjadi maka pemerintah membuat sebuah 
regulasi guna mengatur pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. Termasuk 
mengatur perilaku masyarakatnya guna menekan jumlah berbagai pelanggaran 
terhadap lingkungan. 
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 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup 
merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 
lainnya. Dalam hal ini, lingkungan hidup mempunyai peran dalam memenuhi 
kebutuhan semua makhluk hidup yang tinggal. Sebagai salah satu makhluk hidup 
yang tinggal dan memanfaatkan lingkungan untuk bertahan hidup, masyarakat yang 
terdiri dari individu-individu manusia harus menjaga kelestarian dan 
keberlangsungan lingkungan hidup dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai 
program dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah agar lingkungan hidup 
tetap lestari. 
 Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah 
dengan menerapkan konsep konservasi sebagai suatu pola pengelolaan lingkungan 
hidup. Adapun arti dari konservasi ialah: 
Berasal dari kata conservation yang terdiri dari kata con (together) dan 
servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara 
apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana 
(with use). Indrawan (dalam Astriyantika dkk. 2014, hlm. 9) 
 
 Konservasi baik secara bahasa maupun secara istilah dapat diartikan sebagai 
suatu pola pengelolaan lingkungan hidup yang mempunyai prinsip pemeliharaan 
lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dengan 
tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup sebagai tempat tinggal makhluk hidup. 
Saat ini konservasi sering diterjemahkan sebagai the wise use of nature resource 
(pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana) yang dapat dilakukan sebagai 
salah satu upaya melindungi alam, melestarikan lingkungan dan menjaga 
ketersediaan sumber daya alam yang ada di bumi.  
 Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berperan aktif pada kegiatan 
konservasi ini. Civic Responsibility atau tanggung jawab warga negara merupakan 
salah satu ciri warga negara yang baik. Fildzah (2013, hlm. 82) dengan begitu, maka 
seharusnya masyarakat memiliki kemampuan civic responsibility atau tanggung 
jawab warga negara untuk senantiasa mendukung kebijakan pemerintah terutama 
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kebijakan gerakan konservasi yang bertujuan untuk melindungi alam, melestarikan 
lingkungan dan menjaga ketersediaan sumber daya alam yang ada di bumi. 
 Warga negara yang baik sudah sepatutnya mengetahui apa yang menjadi 
kewajiban dan haknya dalam menjalankan kehidupan. Dalam menumbuhkan rasa 
tanggung jawab, warga negara harus melalui proses habituasi atau kebiasaan berupa 
perilaku/tindakan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, sudah seharusnya 
warga negara berperan aktif dalam kegiatan konservasi alam. Sesuai dengan apa 
yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa 
“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung 
jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.” Maka dari itu masyarakat 
memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan 
konservasi dengan memiliki kesadaran akan lingkungan guna menjaga lingkungan 
hidup dan ketersediaan sumber daya alam. 
 Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengeluarkan sebuah 
kebijakan menjadikan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebagai daerah konservasi. 
Hal tersebut sudah diatur dalam Perda Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2014 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perda tersebut 
disebutkan bahwa Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya 
alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan 
ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta 
keanekaragamannya. Dengan adanya peraturan yang mengatur hal tersebut dapat 
dikatakan sebagai suatu tanda bahwa pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat 
untuk memelihara dan menjaga lingkungan hidup. Maka dari itu, masyarakat 
seharusnya mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam 
berpartisipasi aktif  pada kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah 
sebagai suatu upaya pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin 
pemanfaatannya secara bijaksana guna memelihara dan meningkatkan kualitas nilai 
dan keanekaragamannya. 
  Peraturan mengenai gerakan konservasi alam tertulis pada Pasal 66 Perda 
Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup menyatakan secara eksplisit bahwa Pemeliharaan lingkungan 
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hidup dilakukan melalui upaya; (a)konservasi sumber daya alam; (b)pencadangan 
sumber daya alam; dan (c)pelestarian fungsi atmosfer.  Pada pasal tersebut dijelaskan 
bahwa salah satu upaya pemeliharaan lingkungan hidup adalah dengan konservasi 
sumber daya alam. Maka, pemerintah dan masyarakat seharusnya bisa bekerja sama 
dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 
  Pasal 67 Perda Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan secara lebih rinci 
bahwa Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf 
a, meliputi kegiatan; (a)perlindungan sumber daya alam; (b)pengawetan sumber daya 
alam;dan (c)pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Jika disimpulkan apa yang 
ada pada pasal 66 dan 67 Perda Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup itu berisi mengenai gerakan 
konservasi alam yang diselenggarakan sebagai suatu upaya konservasi sumber daya 
alam yang terdiri dari kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber 
daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 
  Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan kewajiban warga negara untuk 
turut berpartisipasi dalam kegiatan konservasi dan Pasal 66-67 Perda Kabupaten 
Kuningan No. 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup menjelaskan mengenai upaya yang ditempuh secara rinci untuk melaksanakan 
konservasi alam dengan melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap sumber 
daya alam dan kelestarian lingkungan. 
   Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terletak di bagian timur Jawa Barat berada 
pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Kota Cirebon dengan wilayah 
Priangan Timur. Secara administratif, sebelah utara Kabupaten Kuningan berbatasan 
dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes 
(Jawa Tengah), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten 
Cilacap dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. 
   Wilayah Kabupaten Kuningan termasuk pada wilayah dataran tinggi karena 
terdapat gunung ciremai yang merupakan sumber air bagi beberapa daerah,  
diantaranya Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka dan 
Kabupaten Indramayu. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Kuningan berupaya 
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untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang terdapat di gunung ciremai dengan 
mencanangkan gerakan konservasi alam di Kabupaten Kuningan. 
   Gerakan konservasi alam di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sudah 
dicanangkan sejak tahun 2003 oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. 
Pelaksanaannya ditandai dengan adanya berbagai program, diantaranya adalah 
sebagai berikut; 
a. Penanaman pohon di beberapa wilayah di Kabupaten Kuningan, yang 
melibatkan beberapa pejabat pemerintahan seperti bupati, wakil bupati, tokoh 
masyarakat dan masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah yang akan di tanami 
pohon. 
b. Program seruling (siswa baru peduli lingkungan), melibatkan siswa-siswi yang 
baru memasuki jenjang SMP dan SMA untuk membawa bibit pohon yang 
kemudian wajib ditanam oleh pihak sekolah di wilayah sekitar sekolah 
c. Program pepeling (pengantin peduli lingkungan), melibatkan pasangan yang 
akan menikah untuk menyerahkan dua bibit pohon kepada pemerintah 
Kabupaten Kuningan yang kemudian ditanam di beberapa wilayah di 
Kuningan. 
d. Car Free Day (Hari bebeas kendaraan) yang melibatkan seluruh masyarakat 
secara langsung. Dilaksanakan dari mulai bundaran cijoho hingga ke taman 
alun-alun Kuningan. 
Program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan disebut 
sebagai gerakan konservasi. Dengan keberadaan program-program tersebut, 
peneliti tertarik untuk meneliti penerapan setiap program pemerintah Kabupaten 
Kuningan sebagai upaya untuk mengetahui pengaruh gerakan konservasi alam 
dalam meningkatkan civic responsibility masyarakat Kabupaten Kuningan, Jawa 
Barat. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
Rumusan masalah yang telah disusun peneliti untuk mengetahui mengenai 
implementasi gerakan konservasi alam dalam meningkatkan civic responsibility 
adalah sebagai berikut: 
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1) Bagaimana penerapan gerakan konservasi alam di Kabupaten Kuningan? 
2) Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat pada gerakan konservasi alam di 
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat? 
3) Bagaimana efektivitas dari implementasi gerakan konservasi alam di 
Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan civic responsibility masyarakatnya? 
4) Apa kendala dan upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi gerakan 
konservasi alam di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan 
tujuan khusus, di antaranya: 
1.3.1 Tujuan Umum 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Implementasi Gerakan 
Konservasi Alam dalam Meningkatkan Civic Responsibility yang merupakan studi 
kasus di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 
1.3.2 Tujuan Khusus 
Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus yakni untuk 
mengetahui mengenai: 
1) Penerapan gerakan konservasi alam di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 
2) Bentuk keterlibatan masyarakat pada gerakan konservasi alam di Kabupaten 
Kuningan, Jawa Barat. 
3) Efektivitas/pengaruh penerapan gerakan konservasi alam di Kabupaten 
Kuningan dalam meningkatkan civic responsibility masyarakatnya. 
4) Kendala dan upaya untu mengatasi kendala dalam implementasi gerakan 
konservasi alam di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini mempunyai manfaat atau signifikansi  yang dapat dilihat 
melalui beberapa aspek yang meliputi:  
1.4.1 Segi Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam tataran bidang pendidikan 
kewarganegaraan khususnya kajian tentang analisis pengaruh gerakan konservasi 
alam dalam meningkatkan civic responsibility.     
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1.4.2 Segi Kebijakan 
Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang menyatakan 
bahwa penyelenggaraan konservasi merupakan tanggung jawab pemerintah serta 
masyarakat.   
1.4.3 Segi Praktik 
Penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan bagi pemerintah kabupaten 
Kuningan dan masyarakatnya untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam 
penyelenggaraan dan partisipasinya di dalam program-program yang ada pada 
gerakan konservasi alam secara konsisten dan bertanggung jawab. Selain itu, 
penelitian ini pun bermanfaat sebagai sarana eksplorasi penulis dalam mendalami 
suatu kebijakan publik pemerintah yang berimplikasi pada teori kewarganegaraan. 
1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial 
Gerakan konservasi alam yang dikaji dengan teori civic responsibility dapat 
menjadi sebuah parameter yang dapat mengukur seberapa besar kepedulian warga 
negara terhadap lingkungan. Sehingga, kajiannya dapat menjadi masukan dan 
motivasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan gerakan konservasi 
secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. 
1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka penulis menyusunnya ke 
dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi halaman 
judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan tentang keaslian skripsi dan 
pernyataan bebas plagiarisme, halaman ucapan terima kasih, nama dan kedudukan 
tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, 
daftar pustaka, dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk 
skripsi ini yaitu: 
1) Bab I pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi 
skripsi. 
2) Bab II kajian teori. Bab ini berisi; a.) kajian tentang manusia dan lingkungan 
hidup yang membahas mengenai pengertian lingkungan hidup dan teori 
hubungan manusia dan lingkungan hidup. b.) kajian tentang kebijakan publik 
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dan implementasinya yang didalamnya terdiri dari definisi kebijakan publik dan 
implementasinya. c.) kajian mengenai implementasi gerakan konservasi alam 
yang didalamnya mengkaji mengenai konservasi, peraturan perundang-
undangan dan peraturan daerah mengenai konservasi serta efektivitas 
pelaksanaan hukum konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati. d.) 
kajian mengenai civic responsibility yang memuat mengenai definisi civic 
responsibility serta hak dan kewajiban warga negara atas lingkungan hidup. 
3) Bab III metode penelitian. Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini. Terdapat pula desain penelitian, partisipan, 
lokasi, populasi dan sampel penelitian. Selain itu, terdapat pula variabel 
penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, definisi operasional 
variabel, analisis data dan hipotesis. 
4) Bab IV temuan dan pembahasan. Bab ini berisi mengenai hasil temuan yang 
ditemukan di lapangan oleh peneliti selama penelitian yang kemudian dibahas 
sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat pada Bab I Pendahuluan. 
5) Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi. Bab ini berisi mengenai 
kesimpulan dari semua rumusan masalah dengan jawaban yang didapatkan 
peneliti di lapangan. Serta implikasi dari pengaruh gerakan konservasi alam 
dalam meningkatkan civic responsibility. Selain itu, terdapat pula rekomendasi 
sebagai saran dan masukan bagi beberapa pihak yang terlibat. 
